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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pelaksanaaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal semakin pesat sesuai 

dengan era reformasi Indonesia. Perkembangan ilmu akuntansi perihal bidang 

akuntansi sektor publik. Perihal perkembangan tersebut khusunya ilmu akuntansi 

sektor publik aktivitasnya berkaitan dengan pelayanan publik yang bermanfaat 

untuk memenuhi kebutuhan dan hak publik. Dalam mewujudkan sistem 

pengelolaan desa yang baik, perlu adanya peningkatan tentang pemerintahan dari 

rakyat, oleh rakyat dan untuk  rakyat (Indra Bastian, 2010). Sebagai wujud otonomi 

daerah yang didefinisikan dalam undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah adalah hak wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk 

mengatur daerahnya sendiri 

Kehadiran undang-undang tentang desa disamping merupakan penguatan  

status desa sebagai pemerintahan masyarakat, sekaligus juga sebagai basis untuk 

memajukan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk itulah 

pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu pembentukan Dana Desa sebagai 

perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri dengan wujud. 

Menurut Permedagri Nomor 20 Tahun 2018, Dana Desa adalah dana yang 

bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi 

desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten 

atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, 

pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan 

masyarakat. Kabupaten Jember merupakan salah satu daerah otonomi di Jawa 

Timur yang dalam beberapa tahun terakhir terus bertransformasi menjadi wilayah 

yang berkembang pesat dan mandiri. Hal ini dibuktikan dari semakin meningkatnya 

perencanaan pembangunan di berbagai daerah yang menandakan transparansi dan 

akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa yang juga semakin meningkat dan 

memenuhi prinsip akuntabel dan transparan. Jumlah dana desa di tiap desa 

ditentukan berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan berdasarkan jumlah 

penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis 
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yang telah ditetapkan oleh pihak kabupaten bagian Badan Pemberdayaan 

Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Sri Ayu Wulandari, 2014). meningkat dan 

memenuhi prinsip akuntabel dan transparan. Jumlah dana desa di tiap desa 

ditentukan berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan berdasarkan jumlah 

penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis yang 

telah ditetapkan oleh pihak kabupaten bagian Badan Pemberdayaan Masyarakat dan 

Pemerintahan Desa (Sri Ayu Wulandari, 2014). Tujuan penggunaan asas merata 

dan adil dalam dana desa adalah agar pembangunan di tiap desa di Kabupaten 

Jember dapat berlangsung dengan optimal dan sesuai dengan yang diharapkan. 

Untuk Mewujudkan pengelolaan desa yang baik sebagai menunjang keberhasilan 

otonomi daerah masing – masing desa juga memiliki kebijakan yaitu mengelola 

desanya sendiri. 

Perkembangan ini, menyebabkan perhatian terhadap desa semakin 

ditingkatkan, salah satunya tentang pengelolaan keuangan dana desa yang 

merupakan isu penting. Perkembangan pengelolaan keuangan dana desa sangat 

dibutuhkan di masing –masing desa sesuai perkembangan jaman. Khusunya di 

Kecamatan Balung, Kabupaten Jember terdiri dari 8 Desa dengan perkembangan 

desa yang begitu pesat. Namun, perkembangan dan peningkatannya dana desa pada 

setiap desa di kecamatan Balung ini masih belum diimbangi dengan pengelolaan 

dana desa secara tepat khususnya pada tingkat akuntabilitas dan transparansi dalam 

pengelolaan keuangan dana desa padahal Kecamatan Balung ini memiliki desa – 

desa yang berkembang pesat. 

Permasalahan tersebut  harus dikaji lebih jauh tentang bagaimana 

pengelolaan keuangan dana desa, sehingga kegiatan penelitian mengenai 

permasalahan tersebut sangat penting dilaksanakan, yaitu dengan melaksanakan 

penelitian untuk mencermati dan membanding pengelolaan keuangan dana desa di 

tiap-tiap desa yang ada di Kecamatan Balung dengan indikator pengelolaan 

keuangan dana desa yang transparansi dan akuntabilitas secara survey langsung. 

Berdasarkan pada fenomena diatas maka tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan 

Keuangan Dana Desa” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka permasalahan yang 

akan dipecahkan  dalam penelitian ini adalah :  

1. Apakah Transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan 

dana desa di Kecamatan Balung ? 

2. Apakah Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan  keuangan 

dana desa di Kecamatan Balung ? 

3. Apakah Transparansi dan Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap 

pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Balung ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah maka dapat dijelaskan tujuan 

dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Transparansi berpengaruh signifikan 

terhadap pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Balung.  

2. Untuk mengetahui dan menganalisis Akuntabilitas berpengaruh signifikan 

terhadap pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Balung.  

3. Untuk mengetahui dan menganalisis Transparansi dan Akuntabilitas 

berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan 

Balung. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran 

dan manfaat untuk: 

1. Peneliti, Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan 

pemahaman  mengenai pengaruh 2 variabel tersebut yaitu Akuntabilitas dan 

Transparansi terhadap pengelolaan keuangan dana desa. 

2. Akademisi, dapat dijadikan referensi untuk penelitian serupa atau sejenis yang 

berkaitan dengan pengelolaan keuangan dana desa. Perkembangan yang pesat 

dan banyaknya perubahan yang kompleks telah menimbulkan banyak 

permasalahan baru dalam hal pengelolaan keuangan dana desa. Hal tersebut 
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menyebabkan adanya permintaan terhadap penelitian yang diharapkan dapat 

menjelaskan fenomena yang terjadi. 

3. Peneliti selanjutnya, dapat menjadi referensi tambahan dalam memperoleh 

materi dan menyelesaikan skripsi yang sejenis bagi penulis dimasa yang akan 

datang. 
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